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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS

e bahwa untuk memenuhl Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupatenf‘ ;
';Bengkahs Nomor 04 . Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran -
Pendapatan dan _Belanja' Daerah’ Tahun. Anggaran 2013, perlu . -
~ditetapkan’ ‘Peraturan ‘Bupati tentang PenJabaran Perubahan

-Anggaran ‘Pendapatan dan Belanja .Daerah Tahun ‘Anggaran 2013

~ sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran’f =

B Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013

po1

Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan 8  :
~ Daerah Otonom Kabupaten dalam Llngkungan Daerah Propinsi. .
-~ Sumatera Tengah (Lembaran Negara Repubhk Indonesm Tahn_ S

1956 Nomor 25);-

Undang Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang PaJak Bum1 dan
 Bangunan (Lembaran Negara Republik Indone31a Tahun 1985
+Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia
- Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang- -~
.. Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran; Negara ‘Republik
' Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembarank Negara j

Repubhk Indone31a Nomor: 3569), 7 L ,
Undang -Undang Nomor - 28 Tahun 1999 tentang :

.. Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan. Bebas dari Korupsi, .
' Kolusi dan Nepotlsme (Lembaran ‘Negara Republlk Indonesia -
"~ “Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Repubhk
Indonesm Nomor 3851), s

_' Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
~ "Negara (Lembaran Negara Republik Indonesm Tahun 2003
~Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repubhk IndoneSIa.

Nomor 4286), e : : s

S Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan e ;
- Negara - (Lembaran Negara 'Republik Indonesm Tahun 2004 . -

Nomer- 5, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesmf

‘Nomor 4355);

{,Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perhciikeaan e
. Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran -

~+ Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan'
Lembaran Negara Repubhk Indone31a Nomor 4400), =




Undang ‘-»:Nomor 25 Tahun 2004 tentang Slstem :
Perencanaan: Pembangunan Nas1onal (Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Lembaran ':"

‘Negara Repubhk Indones1a Nomor 442 1), o

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemermtahan
- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
- Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara- Repubhk ‘Indonesia’
~Nomor 4437)" sebagalmana telah * diubah  terakhir dengan =
Undang-Undang Nomor. . . 12 Tahun 2008 tentang -
. Perubahan Kedua atas. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

© tentang . Pemerintahan Daeah (Lembaran Negara Republik
~ + Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lernbaran Negara
e Repubhk Indonesia Nomor 4844);

10. |
- dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonema‘ o
. Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Repubhk,.f’ c

\Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Per1mbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

[ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PaJak Daerah

~ Indonesia Nomor 4438);

11.
... Peraturan Perundang—undangan (Lembaran Negara Republik

Undang-undang 12 “Tahun 2011 tentang Pembentukan

" Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
o Repubhk Indone31a Nomor 5234); : :

120

Peraturan ‘Pemerintah Nomor - 24 Tahuh "'2004 tentaing

' Kedudukan Protokoler  dan Keuangan Pimpinan dan Anggota.

- DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor

90, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor -
v 4416) sebagalmana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah '
~ Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
+ . Keuangan Pimpinan dan Anggota ' DPRD - (Lembaran Negara
" Republik Indonesia Tahun - 2005 Nomor 94, Tambahan

Lembaran Negara Repubhk Indonesm Nomor 4540);

‘Peraturan Pemerintah  Nomor = 23 Tahun 2005 tentahg

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indones1a Nomor 4502),

14,

Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Repubhk B
* Indonesia Nomor 4503), ' '

15.

Peraturan Pemerlntah Nomor 24 Tahun 2005, tentang Standar'
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang P1n_]aman"

~ Daerah  (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun" 2005

~Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indone31a

16.
- Perimbangan - (Lembaran Negara Repubhk Indonesia ‘Tahun
.2005 . Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Repubhk

: Nomor 4574)

Peraturan Pemermtah Nomor 55 ’I‘ahun 2005 tentang Dana'

- Indonesxa Nomor 4575),




- 20.

nforma81 - Keu: ngan Daerah '(Lembaran Negara Repubh ‘
ndone31a ‘Tahun 2005 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara L

‘,?Repubhk Indonema Nomor 4576), S

‘:.'Peraturan Pemermtah ‘Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hlbah T
~ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, -
~ Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4577), ;

19. Peraturan Pemermtah Nomor 58 Tahun @ 2005 tentang, i
e Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
-Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara ‘ '

‘Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah' Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedornan

~Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585),

21.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

‘Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

- .Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesm Tahun 2005 v

23.

24.

‘ 'Nomor 165); = ‘ :
~ 22. Peraturan Pemerlntah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan : .
i Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara =
~ Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, .Tambahan

‘Lembaran_Negara Republik Indonesia Nomor 4614); - -

Peraturan Pemerintah Nomor 38. Tahun 2007 tentang -

Pembagian Urusan = Pemerintahan = antara = Pemerintah,

k‘xPemerlntahan Daerah Provinsi, dan - Pemerintahan -Daerah

- Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun o
2007 Nomor - 82 Tambahan Lembaran Negara Repubhk e

',Indone51a Nomor 4737), - o

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

:;dlubah dengan Peraturan Menteri - Dalam Negeri Nomor 59
‘Tahun 2007 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

25.

~“Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan -

Daerah

Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 22 Tahun 2011 tentang
 Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
- Daerah Tahun Anggaran 2012; :

26. Peraturan - Daerah Kabupaten Bengkahs Nomor 07 Tahun 2008 |

- tentang Penyelenggaraan ‘Urusan -~ Pemerintahan Daerah

- Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalls. o
27.

28.

Tahun 2008 Nomor 07);

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkahs Nomor 03 Tahun 2009
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Bengkahs Tahun 2009 Nomor 03)

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkahs Nornor 04 Tahun 2013 e
- tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah =
‘Kabupaten Bengkahs Tahun Anggaran 20 13 ‘




v 'ENTANG , ;.PEN J ABARAN PERUBAHAN .

* ANGGARAN | PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN

’“-‘f:}j_‘f_;BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2013
Pasal 1

. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 semula‘,i
sejumlah -~ Rp. 4.771.263.535.000,00 bertambah sejumlah Rp '

+203.482.872. 070 27 sehmgga menJadl Rp 4 974 746 070 27 dengan r1nc1an{ . : :

sebagai berlkut

1. Pendapatan o
a.Semula Rp 3. 271 263. 535 OOO OO
b. Bertambah/(berkurang) Rp. 155.473.121. 616 00 - ek
- Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp 3.426. 736 656. 616 OO e

- 2. Belanja Sl ' : O
a.Semula Rp 4. 766 263. 535 OOO OO ;"
b. Bertambah/(berkurang) Rp. 203.482.872.070,27

“Jumlah Belanja setelah Perubahan =~ .~ Rp. 4. 969.746.407.070,27 ey

Surplus/(Deﬁ31t) setelah Perubahan : ‘Rp.(1.543.009.750.454,27) .~

3. Pemblayaan ‘ ST o o

a. Penerlmaan , U h g ‘ o
1). Semula S Rp 1. 500 OOO OOO OOO 00

2). Bertambah/ (berkurang) Rp. - 48.009.750: 454 27

- Jumlah Penerimaan setelah Perubahan '~ Rp.  1.548. 009 750.454, 27
~ b. Peﬁgeluaranf . L U

1). Semula ~ - .. Rp. 5.000.000.000,00 -

2). Bertambah/(berkurang) Rp. -~ .-0,00 o
Jumlah Pengéluaran setelah Perubahan' S Rp.’ ' 5 000.000. OOO 00
Jumlah Pemblayaan Netto setelah Perubahan Rp 1 543 009. 750 454 27, =
Slsa Lebih Pemb1ayaan Anggaran setelah Perubahan Rbpr; S | : : 0,00 e

Paséll 2

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagalmana:rr,jy ’

" dimaksud dalam Pasal 1 dirinci-lebih lanjut pada Lampiran [ yang merupakan_
bagian tidak terplsahkan Peraturan Bupati ini. :

| Paéal 3 -

: Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belan_]a Daerah— S
yang ditetapkan. dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen‘ R

pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesua1 dengan e
- ketentuan peraturan perundang undangan : - : :




«A_gaﬁ? : __‘Se.bf_iap; ‘orang : 'm'en getahulnya, memerintahkan péngliridarigan Pervat'uran’
© Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

‘ ":Z:‘&?B\izftapkan di Bengkalis

S ,,i-—-n';,pgida\xtanggal 06 Desember 203

ATl BENGHALIS,

' »Diundangka‘n?‘d»i‘Berigkalis
" pada tanggal 06 Desemboec 2003
SEKEBTARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
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